BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi
pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah terpidana
dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak
pidana korupsi. Setelah putusan pengadilan inkracht maka dilaksanakan
eksekusi pembayaran uang pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan
terpidana tidak membayar uang pengganti maka Jaksa melacak/mencari
harta benda milik terpidana setelah ditemukan harta bendanya akan
dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara untuk membayar uang
pengganti si terpidana tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana
dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokok (subsidair uang pengganti). Selanjutnya dilakukan
prosedur pembukuan/pencatatan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus c.q Direktur Eksekusi dan Eksaminasi, Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak

kemudian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q Biro Keuangan.
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2. Kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan
sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah

a. Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti.

b. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka Jaksa
harus melakukan pencarian harta benda terpidana yang membutuhkan
waktu, tenaga dan dana.

c. Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

d. Kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat,
mengakibatkan hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal
dari korupsi dan mana yang bukan.

e. Aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk
aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang
nilainya terus berubah.

f. Terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsidair daripada
membayar uang pengganti jika hukuman subsidairnya lebih
menguntungkan dibandingkan pembayaran uang penggantinya.

g. Uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, baik karena harta
bendanya sudah tidak ada lagi atau karena terpidana lebih memilih
hukuman subsidairnya, atau uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi
pada akhirnya menjadi tunggakan piutang Kejaksaan RI karena kurang
lengkapnya pengaturan mengenai tindak lanjut dari pembayaran uang

pengganti tersebut, apakah akan dihapuskan atau tetap ditagih kepada



B.

1)

2)

3)

4)
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terpidana dan/atau ahli waris terpidana setelah terpidana menjalani

masa hukumannya.
Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran

sebagai berikut:
Membuat Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksana tentang cara
penghitungan uang pengganti dan proses pengembalian kerugian keuangan
negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti.
Kejaksaaan harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya seperti pendataan dan
penyitaan harta benda milik tersangka sejak saat penyidikan, serta identifikasi
harta benda atau sekiranya yang merupakan harta benda terpidana, sehingga
pada proses eksekusi jika terjadi perubahan kepemilikan, dapat dilakukan
gugatan perdata atau perampasan dan penyitaan untuk menutupi kerugian
keuangan negara.
Dalam menjatuhkan pidana subsidair, hakim harus menjatuhkan hukuman
pidana penjara yang maksimal (tidak melebihi maksimum pidana pokok) agar
terpidana tidak memilih  menjalani pidana subsidair dibandingkan
pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan uang pengganti untuk
memulihkan/mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana
dengan optimal.
Membuat peraturan mengenai ketentuan pembayaran uang pengganti tanpa
batas waktu, yaitu untuk terpidana yang tidak dapat melunasi uang pengganti

karena harta benda sudah tidak ada lagi tetapi telah selesai menjalani masa
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hukumannya. Sehingga pembayaran uang pengganti tersebut menjadi utang
seumur hidup terpidana dan/atau ahli waris terpidana. Hal ini untuk
meminimalisir dipilihnya subsidair penjara oleh terpidana dibanding
membayar uang pengganti dan juga untuk mewujudkan tujuan dari uang

pengganti itu sendiri yaitu memulihkan kerugian keuangan negara.
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"UNTUK KEADILAN"

Dasar

Kepada

Untuk

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Print.

KEPALA KEJAKSAAN

:1.Putusan Pengadilan  Negeri/Pengadilan  Tinggi/
Mahkamah Agung Rl No.....\ .............

tanggal................... *),
2.UU No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi / pasal 3 dan 14 UU
'No.2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati *)
3.Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 -butir 6a jo 197 jo
270, 273 KUHAP.

4.Pasal 27 ayat (1) b UU No. 5, Tahun 1991 tentang
-Kejaksaan RI.

Pertimbangan: 1. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....................
dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat
Perintah Kepala Kejaksaan ......................

MEMERINTAHKAN:

.......................................................................
.......................................................................
......................................................................

.......................................................................

NIP

: 1. Melaksanakan putusan’Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung No. ............... tanggal
atas nama (terpidana): **)

1.1. melanggar pasal
1.2. melanggar pasal
1.3. melanggar pasal

.......................................................................

......................................................
PR R R T R T P P P RN PR PR PP PP P PP PP P PR PP RPN

......................................................

P-48

© 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN/

PT/MA No....oooveeiveeninns tanggal..........coeeeeinnns
tersebut. . .

3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan
Berita Acara

4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dikeluarkan di @ ..coooeveeniienens

Pada tanggal ..

KEPALA KEJAKSAAN ....c.ccooon.

Tembusan:

1.Yth. Ketua PN/PT/MA

2.Yth. Kepala RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan
£ UUUT U PP PE PP PP PR RER (Penyidik)
4. Arsip

*) Catatan Coret yang tidak perlu. .

**) Apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
maka kata-kata terpidana dan melanggar pasal ...
dicoret.
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FETUNJUK / CARA PENGISIAN

Macam Tata Cara
No. [Kode | F%8| pygqr (Pembust/| Waktu | Distibusi Keterangan
gunaan Penanda | Pem | /Turunan
Surat ‘| tangan | buatan | Tembusan
1 2 3 4 5 6 7 8
' P-48 | Surat | Ps27 | Kajari/ | Setelah |- Berkas Perintah-
perintah | (1)b. |Kacabjari| salinan | Perkara perintah
pelaksa | UU No. putusan | terdakwa/| hakim
naan | 5/1991, penga | terpidana dalam
putusan | 46 (2), dilan yang|- Rutan putusan
penga 191, telah mem| (bila yang belum
dilan 192, punyai | terdakwa {memperoleh
yang 193, kekuatan | ditahan) kekuatan
sudah 194, hukum hukum
mempe | 197, tetap - tetap sudah
roleh {199,270, diterima/ " tercantum
kekuatan| 273 diberla pada
hukum |KUHAP. . kukan formulir
tetap kepada P-16A
jaksa (Melak
sanakan
penetapan
hakim)
L
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‘KEJAKSAAN NEGERI ..covivevieeereerenenes

“UNTUK KEADILAN" P-48A

SURAT PERINTAH
PENCARIAN HARTA BENDA MILIK TERPIDANA

NOMOR : PRINT- ...... ATTTTRY A <1 15 I [ :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ...ccccoiiennnnrensnarncennnnnnees Crereee
Dasar : 1. Putusan Pengadilan Negeri............... /Pengadilan  Tinggi......ccc.......
/Mahkamah Agung R.L.*) Nomor................ tanggal ...... e atas nama
Terpidana ........ce.......
2. Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari
2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang
Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan : 1. Bahwa 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

2. Bahwa sebagai pelaksanaanya periu dike!u'arkan, Surat Perintah Kepala

Kejaksaan Negeri ........c.cccoevveeeeeeo,
MEMERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama D aereesiseesens crereenensans cesennenee Canressesesserasenanenenessnnns cnsnese
Pangkat / NIP. & oot s e e e e e e e naaaes
Jabatan ettt e et e et e e et ettt et et eaeeern s
2. Nama L teresestiressseeRsaressacesentatsnNtRRTasRIEITNRNRERIESALaResasnnnannn
Pangkat / NIP. & ettt
Jabatan et te et re e e e e e e e te e e e e
3. Nama U
Pangkat / NIP. & e et
Jabatan T e e teai—teeenteaeiateeaeeranreeaeereibaareeanrees

4, dst



Untuk

Kepada Ybs :
Untuk dilaksanakan.

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi .......cc.cc.........
Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus;

Yth. Asisten Pengawasan;

uhwn

Arsip.

. Melakukan pencarian harté benda milik Terpidana dan melakukan tindakan

hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

. Melakukan penyitaan harta benda milik Terpidana tersebut, apabila dalam

waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap, Terpidana tidak memenuhi pembayaran uang penggantinya,
untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk
menutupi hukuman tambahan uang pengganti tersebut;

. Melaksanakan Perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan

Negeri.............. /Pengadilan Tinggi......... veee /Mahkamah Agung R.I.*)
NOmMOr.....c.ceveerrenen. tanggal ... vang terkait hukuman
tambahan uang pengganti;

4. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara;
5. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di = : .o,
Pada tanggal TP

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Pangkat.......cccccvvernienns NIP. (o

*) Catatan Coret yang tidak perlu.



............................

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda, tangan dibawah ini saya :

Nama

......

............

Dengan ini menyatakan sanggup / tidak sandgui * melunasi pemb: dend:
sebesarRp. .......... SRR A ) o eyoran dende

.................

tanggal.. ..............................
Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal ................ apabila
sampal gGal ..............o.......... tersebut belum dibayar, kami bersedia

tersebut.

.........................

Demikianlah pemyataan Ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari

Jaksa yang menerima Yang membuat pernyataan,
Pemyataan
(oo, ) (coveeeeenreeniee e, )
*) Coret yang tidak periu.
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PETUNJUK / CARA PENGISIAN

Macam dan Pembuat/ 22 G Distribusi
No. | Kode | Penggunaan| Dasar Penanda Waktu J Turunan Keterangan
Surat tangan Pembuatan Tembusan
1 3 4 5 6 7 8
Surat Ps. 273 | Terpidana | Pada saat |Dibuat Dalam hal |
Pemyataan | KUHAP keputusan {rangkap " terpidana
'Hakim telah{2 (dua): tidak sanggup
mempunyai|1. Jaksa membayar
kekuatan Eksekutor denda
hukum |2. Arsip. hukuman
tetap. kurungan
pengganti
denda
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
yang
berlaku.
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S SR

KEJAKSAAN ...~ D-3 4
- PETUNJUK / CARA PENGISIAN
TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/ M dan Les . |
DENDA GANTIUANG PENGGANTIBIAYA PERKARA No. | Kade | Panggunaan | Desar | Pombust | oo orunan | ¥eterneen
» Penanda urunan
Sudah terima dari : " =ngen it Tenisen
Pl : 1 2 3 4 5 (] 7 8
_ D-3 | Surattanda | Ps.273 |- Kepala [Apabila Dibuat Formulic ini
Denda/ denda ganti uang pengganti / biaya perkara, berdasarkan Putusan PN /PT m“t 0 nran. Koery o iyhan o
IMANOMO : ....oooooveeeeee Tanggal .............ooomnn... : Pl fa/denda P | Yl it v Pt don
‘1. Biayaperkara - . : Rp. 34 ¢ No. Lo (3| P den
2. Benda - Jumiah . Rp. gantiiang | 31076/ b Frise
' - Angsuran R pengganti Ps. denda/ Pidsus. |
- Sisa " Ro. . blayalperkara| 275 denda 3. Arsip.
3. Denda ganti - Jumiah. : Rp. KURAP. LMW
v - Angsuran ’ * Rp. poagant
- Sisa . ! Rp. oy
4. Uang pengganti - Jumlah . RP. perkara
- Angsuran ~ : Rp. vl
- Sisa . Rp. meper
| hatikan
Yang diangsur ............. kali lagi dan angsuran terakhir padatanggal .............. .. ketentuan
D4
.................................... 20.......
Yang menerima,
An. Kepala Kejaksaan .................
L&
Materai,
*) Coret yang tidak periu.
LAMPIRAN

s 246 LAMPIRAN




KEJAKSAAN ..

......................... D4

SURAT PERINTAH

PENYERAHAN DENDA/DENDA GANTIUANG PENGGANTUBIAYA

Dasar

Pertimbangan

Kepada

Untuk

LAMPIRAN

: Jaksa penuntut umum :

PERKARA")
NOMOR: PRINT ...........coomnn....
KEPALA KEJAKSAAN .................

: 1. Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984,
2. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-009/JA/1983 tanggal

12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang
Denda dan Biaya Perkara.

1. Berdasarkan Putusan PN/PT/MANo.
tanggal ... dalam perkara tindak pidana
atas nama terdakwa ................... yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap pada tanggal ................... .. telah
menyatakan - terdakwa dijatuhi pidana berupa denda /
uang pengganti biaya perkara / denda ganti rugl sebesar

.........................

2. Dalam waktu | X 24 Jam setelah dnedma.'dendaluang '

pengganti biaya perkara/denda gantisebesarRp ..............
Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kepada
Kasubag Din Cq. Bendaharawan Khusus / penerima,

3. Oleh karena itu dipandang periu untuk mengeluarkan Surat
Perintah dimaksud.

MEMERINTAHKAN:

.......................................
Nama oo

...........................................................

..........................................................

............................

...................

tanggal................... dalam perkara tindak pidana
atas nama terpidana......... . kepada Kasubag Bin

Kejari............... Cq. Bendaharawan Khusus/penerima
dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima.

247

2. Agar dilakéanakan dengan penuh rasa tanggung jaw:
dengan Berita Acara Serah Terima

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di: .............ooooeeeueeens
ada tangga{ Deeeen reeeereri e,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.........
Pangkat/Nip. .......ccccceevueenunncns aeveees
Tembusan
1
2. i,
< R

*) Coret yang tidak perlu

~ LAMPIR
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. REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Lampiron 2.0

TRIWULAN/SEMESTERAN/T AHUNAN PER TANGGAL ...... TAHUN 20xx
KEJAKSAAN TINGG!
Hukuman ‘
. Jumiah Uang Saldo Awal per 01 Tambah Kuran, Saldo Akhir per 31 :
]
No|  Satker L —Panggantl | januarl 20i0x Audited Keterangan
Ruplah/Mata Uang Ruplah/Mata Uang | Ruplah/Mats Uang

.....

bl HI‘. IIH{ EIHI I

AR

iy
i

IIJII

MRS
.

AT
A Ill!ll

I
DO l'!l

(o
mmmnuwuum

p TR
A
- 1R

A

.

i

N}llll“‘nhw

Petunjuk Penglslan :
Nomor (dlis| berdasarkan Nomor Urut)
Satker (dils| berdasarkan Nama Satker)
Jumlah Perkara (dils| berdasarkan Jumlah Total Perkara Pidsus dari Form 1.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)

CRENOWIWNE

Keterangan

Catatan :

- umuuuma‘ ww:

(Uatnity

wﬂ‘mﬂdwmgm

ok UU Per

Jumiah Uang Pengganti (diisi berdasarkan rekapsn Jumlah Total Uang Penggant! Pldsus dari Form 1.a sesual deng

Saldo Awal Audited (dlisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Pidsus darl Form 1.a sesual dengan kel
Mutasi Tambah (diisi berdasarkan Jumiah Total Mutasi Tambah Pidsus dari Form 1.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
Mutasi Kurang (dilsi berdasarkan jumlah Total Mutasi Kurang Pidsus dari Form 1.e sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
Saldo Akhir (diisi berdasarkan Jumiah Total Saldo Akhir Pidsus dari Form 1.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)

pok UU Per

iFotolGobubgan UL, 3/1973 dan UU.-31/1999.,

at

Ing Satker)

R
L ”ulW‘lHHHll’lw

= WL il}\llﬂ‘l\
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=
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. Lamplran 3.0
REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL ...... TAHUN 20xx
KEJAKSAAN R.I.
Hukuman Mutas!
: Jumiah Uang Saldo Awal per 01. Tambah- Kurang Saldo Akhlr per 31
Nol  Wilayah jumiah Penggant! Januarl 20xx Audited : Desember 20xx Keterangan
Rupiah/Mata Uang Rupiah/Mata Uang Ruplah/Mata Usng

Lain Laln Laln

' mwmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmwmLWWMMMth‘ , WWWMW""“JWMWWWW O
e MMMWMWWMWWWMMMWHMMWMWWWMh e (O
Rp -|Rp - -

- (U
WWNMMWWWWWWWWMWMW

il wmw

hﬂw LWWHMMI
-{Rp

WWMMM

i

Pctunjuk Pengisian :
Nomor (diisi berdasarkan Nomor Urut)
Wilayah (diisi berdasarkan Nama Wilayah/Ke]at)
Jumish Perkara (dlis| berdasarkan rekapan Jumiah Total Perkara Pidsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wllayah/Ke):tl)
Jumish Uang Pengganti (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti Pldsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Ke)atl)
Saldo Awal Audited (dliisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Pidsus dari Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejatl)
Mutasl Tambah (diis| berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah Pidsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejatl)
Mutast Kurang (dilsi berdasarkan Jumlah Total Mutasl Kurang Pidsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Ke|atl)
Saldo Akhir (dils! berdasarkan Jumiah Total Saldo Akhir Pidsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejatl)
Keterangan
ammm
- Untuk Pengisian dikelompokan dengan 2(dua) UU, yaitu : UU. 3/1971 don UU. 31/1999.
- Untuk Baris Total UU. 3/1971 dan UU. 31/1999 diis| berdasarkan Jumloh Total Gabungan UU. 3/1971 dan UU. 31/1999.

PPN EwNE




f o ‘ Lompiran 3.b
i REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI UU 3/1971
TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL ...... TAHUN 20xx
KEJAKSAAN R.l.
Hukuman . - Mutasl
Jumiah Uang Saldo Awal per 01 Tambah Kuran, Saldo Akhir per 31
No| Wilayah | i miah Penggantl Januarl 20xx Audited Desember 20xx Ketarangan
Perkara | Ruplah/Mata Uang Ruplah/Mata Uang | Ruplah/Mata Uang ’
: Lain Laln "~ lain
| T - -
M R I i
1|Kejati ..... ‘ Rp -|Rp -|Rp -1 Rp . -{Rp . -
2{Kejatl ..... . Rp -|Rp -{Rp -|Rp -|Rp -
3|Kejatl ..... Rp -|Rp -{Rp " <|Rp -|{Rp . -
4dst..... Rp - | Rp -|Rp -|Rp - | Rp -
! Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp -
Petunjuk Pengisian :
1. " Nomor (dils! berdasarkan Nomor Urut)
2. Wilayah (dils berdasarkan Nama Wilayah/Kejati)
! 3. Jumlah Perkara (dlisi berdasarkan rekapan Jumiah Total Perkara Datun darl Form 2.b sesual dengan Per maslng—maslng Wilayah/Kejatl)
i 4. Jumlah Uang Penggantl (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti Datun darl Form 2.b sesual dengan Per masing-masing Wilayah/Kejatl)

Saldo Awal Audited (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Datun dari Form 2.b sesual dengan Per masing-masing Wilayah/Kejatl)
Mutasi Tambah(dlisl berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejatl)

Mutasi Kurang (dllsi berdasarkan Jumiah Total Mutasi Kurang Datun darl Form 2.b sesual dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)

Saldo Akhir (dlisl berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhir Datun dari Form 2.b sesual dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)

Keterangan

wENAN




i ‘ . Lamplran 8.
REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PIDSUS DAN DATUN :

TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL ...... TAHUN 20xx

KEJAKSAAN R.I.
Hukuman Mutas!
‘ * Jumiah Uang Saldo Awal per 01 bah Saldo Akhlrperss | -
Nol Wilaysh YU | jumish | Penegantl | januarl 20xx Audited Tembe Kurang Desember20m | TN
Ruplah/Mata Uang . Rupish/Mata Uang | Ruplah/Mata Usng '
Laln . . laln
T R
e il
. B ~ -[Re .
UU.81/1977 | Rp -{Rp -1 Rp = Rp =1 Rp :
z|xnml..... UU.8/1971 Rp -|Rp -] Rp -] Rp «|Rp .
Uv.a1/1977 Rp_ -{Rp -|R -|Rp -{Rp -
sll(ojm..... UU.8/1871 Rp -{Rrp -|Rp «|Rp <|Rp -
U.31/1977 Rp =|Rp | Rp. L =|Rp .
4ldst..... Uu.3/1971 | Rp <|Rp -|Rp -{Rp . - Rp .
U.31/1977 Rp -|Rp -1Rp =1Rp -1Rp .
R IR -1 R -1 R SIR .
ilKejatl e [UU.3/297 Rp -1Rp -1 8p -|Rp -|Re -
Kejst .. UU.3/197. 18 -] Re -1 Rp - 1R <] Re .
8[Kejatl uugr Rp - 1R <[k -8 <IRp -
4Aldst... UU.8/2971 Rp. -1Rp -[Rp -1Rp -[Rp .
Rp <|Rp - Rp_ 1R -1 Ro. -
Rp =1Re -1Rp =JRp L) .
mm: .
Nomor (dfisl bardasarkan Nomer Urut) :
1.' Wrinysh (dist berdusarkan Nama Wilayah/Xéjat))
1 8

4,
' ‘.0
[ 3
13
l.

Jumish Perkara (dlis! berdasarkan rekapan Jumish Total Perkara dari Form 3.a dan 8.b sesusl dengan lubmpok UU Per masing-masing Wilaysh/Xejati)

Jumish Usng Penggant! (diis! berdasarkan rekapan Jumiah Total Uang Penggant! dari Form 3. dan 3.b sesusl dengan kelompok UU Per masing-masing Wilsyah/Kejat!)
Saldo Awel Audtad (dils] berdasarkan rekapan Jumish Tetal Saldo Awal dari Form 3.a dan 3.b sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Xejat!)

Mutas! Tambaeh (dfis! berdasarkan Jumish Total Mutas! Tambah dari Form 3.a dan 3.b sesual dengan kelomipok UU Per masing-masing Wilayah/Xejatl)

Mutas] Kureng (dils berdasarkan Jumiah Total Mutas! Kurang dari Form 3.2 dan 8.,b sesual dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Xejati)

Saldo Akhir (diisl berdasarkin Jumish Total Saldo Akhir dart Form 3.a dan 3.b mual dengan kelompok UU Per masing-masing um-v-h/xumn)

Keterangan .

mwuk Pengisian ¢

= Untuk Berts Total Pidsus dan ovmdmlbmhmlmlamlah total gabungan Pldsus dan Datvn.
« Untuk Penglsian dikelompokon dengan 2(dua) Bidang yaltu : 8ldang Pidsus don Bidang Datun.
« Untuk Bidong Pidsus dikelompokian dengan 2(dua) UU yaltu : UU. 3/1971 DAN UU. 31/1!’9.

. Umuklld'ng Datun hanya i(satu) UU yaltu : UU. 3/1971,




